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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR ©I  TAHUN 2024

TENTANG |
PEDOMAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA D)

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA .

I LINGKUNGAN

BUPATI SELUMA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunain Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang
Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten  Mukomuko, Kabupaten

i
}

Seluma, dan Kabupaten Kaur di| Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4266);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah be berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 t hun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Perudang §(Lembaran Negara

Republik Indonesia Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara| Republik Indoneisa
Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakﬁir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 itentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggganti Unﬁang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Repubﬁk Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembalj”an Negara Repubik
Indonesia Nomor 6856); |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021’2 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksahaan Undang-Undj.ng Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negar: L Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), isebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir idengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623); )
Peraturan Presiden Nomor 359 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian 'I‘ujuan Pembangunan

|
Berkelanjutan (Lembaran Negara Fepublik Indonesia

Nomor 6623); [

Peraturan Pemerintah Nomor 37 'I‘a‘thun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah j(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Norﬁ‘lor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Y\lomor 6883);

: ?

1

!




Menetapkan :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Désa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomq‘r 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangun n Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten
Seluma Tahun 2019 Nomor 03); I

Peraturan Bupati Seluma Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala D:esa di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Seluma (Berita Daerah
Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PEDOMAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai sur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemeri tahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom; ‘

Bupati adalah Bupati Seluma;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Seluma dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Seluma,;

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan

di wilayah kerja kecamatan yang dalam peléksa_naan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan; |




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur Pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
tugas kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan
pelaksana kewilayahan;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa
dan unsur masyarakat yang selenggarakan oleh BPD untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis;

Peraturan Desa Adalah Peraturan perundah-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Adalah hak yang
merupakan warisan masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa
masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengurus
dan mengatur kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh
desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau yang muncul karena
perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat;



16.

17.

18.

19.

20.

(1)

(3)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan | program dan/atau

kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan

lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa,;
Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pember%dayaan masyarakat
Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yané bersifat produktif
dengan mengutamakan Tunai pemanfaatan sumber; daya, tenaga kerja,
dan teknologi lokal untuk memberikan tambahanjf upah/pendapatan,
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejaht(jeraan rakyat;
Sustainable Development Goals Desa yang selanju;tnya disebut SDGs
Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desaé untuk percepatan
pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan. |

Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang
memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidéng pendampingan
pembanguanandan pemberdayaan Masyarakat Desa yang direkrut oleh

Kementerian.

Pasal 2
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai Pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat;

Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh
Desa berdasarkan kewenangan Desa; E
Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunari dan pemberdayaan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'di arahkan untuk

percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat

|
Desa dalam rangka : t

a. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa,
b. Peningkatan kualitas hidup manuasia; |
c. Penanggulangan kemiskinan.




BAB II
RINCIANPRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di laksanakan melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;

¢. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 5

(1) Rincian Pemenuhan kebutuhan dasar sebagiamana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui :

a.
b.
c.
d.

pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan

penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

(2) Rincian Pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.
b.

h.

pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;

pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan
kemiskinan dan kawasan kumubh;

pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif
di Desa yang belum dialiri listrik;

pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan
kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;

pembangunan sarana dan prasarana dalam peningkatan keterlibatan
masyarakat secara menyeluruh dalam Pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan

pembangunan sarana dan prasarana bencana alam dan nonalam.

(3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 huruf c terdiri atas:

a.

pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola
oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama; dan.

pengembangan Desa wisata.



(4)

Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan [lingkungan secara
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ehuruf d terdiri atas
rincian: |

a. pemanfaatan energi terbarukan;

b. pengelolaan lingkungan Desa; dan

c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 6 f

1
Prioritas Pembangunan Dana Desa untuk pemberdjayaan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a.
b.

(1)

(2)

penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
penguatan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan Pembangunan desa;
pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan
masyarakat desa;

pengembénga.n seni budaya lokal; dan

penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan

bencana alam dan nonalam.

Pasal 7 |

Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hulj"uf a terdiri atas:

a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup
sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;

b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakaxil masyarakat hidup
sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit
menular;

c. penyelengaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup
sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan/ program jaminan
Kesehatan nasional; dan

d. penyelengaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup

sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Rincian penguatan partisipasi Masyarakat daglam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan besa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas: '
a. penguatan partisifasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan
konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;

b. penguatan partisifasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati



dan hewani;

c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam
Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa;
dan
€. penguatan partisifasi masyarakat dalam rangka pengembangan
listrik alternatif di Desa berenergi bersih dan terbarukan.
(3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan
Masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri
atas:

a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahan
Masyarakat Desa;
b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola
oleh badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa Bersama.
(4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
(5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan
penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf e terdiri atas:
a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan
mengahadapi tanggap darurat bencana alam; dan
b. penguatan fasilitas masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan

mengahadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar

biasa.

Pasal 8
Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas penggunaan Dana

Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 9
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Prioritas penggunaan Dana Desa untuk
pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan Dbagian tidak

terpisahkan.




(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah
Desa penyusunan RKP Desa;
Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara;
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

Pasal 11
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan Pasal 6 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan
sumber daya lokal Desa;
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 12
Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas
warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau
kerja sama antardesa;
Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa;



(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara: !

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan
Dana Desa, L

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatarﬂ:;

c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa E ditetapkan dalam
dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan 3

d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggthaan Dana Desa.

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan :rnasyarakat dalam

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 14
Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa;

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1)

disusun berdasarkan: ‘

a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;

b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan
desa melalui indeks desa membangun; dan

c. data lainva untuk mendukung penyusunan RKP Désa; dan

d. aspirasi masyarakat Desa.

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV
PUBLIKASI
Pasal 15

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa
terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

(1)

(2)

Pasal 16 l

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdilLi afas:

a. hasil Musyawarah Desa; dan ;

b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pemb%ngunm, dokumen
RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Rincian Priorita; Penggunaan Dana
Desa, dan dokumen APB Desa. |

Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
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(1) Publikasi sebag

sistem informasi desa,
ruang publik serta mudah diakses oleh masyaraka

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

!
|
|

Pasal 17 \
aimana dimaksud dalam Pasal 16 &

dan/atau media publikasi lainnya
t Desa.

an Dana Desa dilakukan secara

dilakukan melalui
yang berada di

Publikasi penetapan Prioritas Pengguna
swakelola dan partisipatif.

Pasal 18

rintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas penggunaan

Peme ‘ ‘ . |
i i 115 dikenai sanksi
dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal i

administrasi berupa:

a. teguran lisan; atau &
|

b. teguran tertulis. |
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan

pengaduan masyarakat Desa.

BAB V
PELAPORAN ‘
Pasal 19

aKepala Desa menyampaikan laporan penetapan PiLioritas Penggunaan
Dana Desa kepada Menteri.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam
bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang
disediakan oleh Kementerian. ‘
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakuj[kan paling lambat 1
(satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada eJyat (2) tidak dapat
disampaikan dalam bentuk dokumen digital, K[epala Desa dapat
menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana ﬁesa kepada Menteri
dalam bentuk dokumen fisik;
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud palda ayat (4) dapat
dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional. ’
{
I
BAB VI
PEMBINAAN i‘
Pasal 20

Bupati Seluma melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan,

11




Cen

dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secar# berjenjang sesuai
dengan kewenangannya,;
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh
Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping |Profesional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 dapat dilakukan
menggunakan sistem informasi Desa. |
BAB VII |
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kal;)upaten Seluma.
Ditetapkan di Tais 1

pada tanggal |6 FAMuAei 2024
ﬂ BUPATI SELUMA,

i‘ ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal |4 Jsuvvpli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATE | SELUMA,

H. HADIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024 NOMOR ......
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR . 0l TAHUN 2024
TANGGAL :\6 Jhoused 2024

PEDOMAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa
diprioritaskan untuk mendanai kegiatan Pembangunan dan
pemberdayaan Masyarakat. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan
peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah
berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
.pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan nasional,
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, dan kementerian/Lembaga terkait. Sehubungan dengan hal
tersebut, peraturan menteri menjadi arah kebijakan yang disertai
dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian
PrioritasPenggunaan dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa
yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas
Penggunaan Dana Desa agar Desa tetap memiliki ruang untuk
menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya,
pertisipasi aktif Masyarakat Desa dan diputuskan melalui musyawarah
desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama
oleh kepala Desa, BPD, dan Masyarakat Desa melalui musyawarah Desa
yang diselenggarakan oleh BPD. Pembahasan dan kesepakatan dalam
musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan
APB desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa
dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan

pembangunan Desa. Pengunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan
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2. Desa ekonomi tumbuh merata

3. Desa peduli Kesehatan

|

|

|

t .
untuk Pembangunan dan pemberdayaan masy#rakat Desa bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat‘»L Desa, meningkatkan
kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemlskman Optimalisasi
penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan pnorltas sangat penting

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara

efektif, efisien, serta akuntabel.
Tujuan ; |
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertuJuan untuk memberikan

arah penggunaan dana desa yang dlpnontaskan untuk mendanai
}
‘.
SDGs Desa i

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutunya

pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

di sebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan
Pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta penangggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungani secara berkelanjutan.
Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembanguan Desa untuk
pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan ‘tanpa mengorbankan

pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan Pembangunan Desa yang
dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa
diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) ‘tipologi Desa dan 17
(tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan :
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan J

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa mL:rata
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi desa [sesual kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan !
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa 'sadar lingkungan.

SDGs Desa 3: Desa sehat dan Sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sa}nitasi aman; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
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SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14; Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

S)I

Desa peduli Pendidikan

SDGs Desa 4: Pendidikan desa berkualitas.

p\

Desa ramah Perempuan

SDGs Desa 5: keterlibatan Perempuan Desa.
7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk Pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

BAB II

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar:

a. Pencagahan dan penurunan stunting di Desa

Tindakan promotive dan preventif untuk pencegahan dan

penurunan stunting melalui:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

pemberian makanan tambahan yang beragam, begizi,
seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya
lokal bagi anak berusia dibawah 5 (lima) tahun dan ibu
hamil;

penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan
prasarana air minum dan sanitasi aman;

pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi
(KIE) terkait hak anak, gizi, dan kesehatan ibu dan anak
serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi di Desa;

pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi,
thermometer, dan peralatan Kesehatan dasar lain) dan
alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
pendayaguaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
Desa untuk Pembangunan kandang, kolam, dan kebun
dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan
bergizi bagi keluarga sasaran stunting;

konsilidasi data layanan dan data keluarga sasaran

stunting;
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7)

8)

pemberian insertif untuk kader pembangunan manusia
H

kader pos pelayanan terpadu, pendidikan pada
pendidikan anak usia dini yang dintniliki Desa, dan kader
kesehatan lainnya yang menjadi kex}vengangan desa; dan

kegiatan pencegahan dan penun.iinan stunting lainnya

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawara Desa.

|

Perluasan akses layanan Kesehatan | seusuai kewenangan
Desa:

1) Penanggulangan penyakit menulal' dan penyakit tidak
menular: if

2)

a)

b)

g)

pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien
penyakit menular;

penyediaan air bersih berskala Desa (mata air,
tandon, air bersi atau penampungan air hujan

bersama, sumur bor);

pipanisasi untuk mendukung aisuibusi air bersih ke
rumah penduduk ’

pembangunan, pemiliharaan sénitasi lingkungan;
pembangunan, pengembangai‘n dan pemiliharaan
fasilitas mandi, cuci, kaskus (MCK) Desa;

pengadaan media komunikasi, informasi, dan
edukasi (KIE) terkait desa bebas BAB sembarangan
(BABS); dan
kegiatan penanggulangan penyakit menular dan
penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan | diputuskan dalam

Musyawarah Desa. |

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika dan prekﬁrsor narkotika:

a)

b)

komunikasi,  informasi, dan edukasi (KIE)
pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada
seluruh unsur masyarakat Desa;

pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam
rangka pencegahan perilaku menyimpang
penyalahgunaan narkoba; dan j

kegiatan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredara‘p gelap narkotika dan

prekursor narkotika lainnya }‘yang sesuai dengan
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3)

analisis kebutuhan dan kondisis Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan pelayanaan kesehatan sesuai kewenangan

Desa: |

a) pengadaan pembangunan, @pengembangan, dan
pemiliharaan prasarana pond:ok bersalin Desa, pos
kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos
pembinaan terpadu; |

b) bantuan operasional untuk élkses layanan dokter,
perawat, bidan, dan tenaga lggesehatan lainnya bagi
Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
dan

c¢) kegiatan pengembangan ﬁeyalanan kesehatan
lainnya yang sesuai dengan gLewenangan Desa dan

|
diputuskan dalam Musyawaraq'l Desa.

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:

1)

pengembangan usaha perteinian, perkebunan,

perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:

a) pengadaan bibit atau benih; |

b) pemanfatan lahan miliki warga Desa untuk kebun
bibit atau benih;

c¢) penyediaan pakan untuk peternakaan dan/atau
perikanan,

d) pengembangan pakan ternak alternatif;

e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan, Lian /atau  perikanan
terpadu; ;

f) pengolahan pupuk organik élan pengolahan hasil
peternakan; l

g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik
warga dan/atau Desa yang ‘elum dikelola dengan
baik oleh masyarakat Desa;

h) pembangunan dan/atau norm$]isasi jaringan irigasi;

i)  pembangunan, peningkatan da}‘n pemeliharaaan jalan
usaha tani; |

j)  pembangunan kolam ikan;

k) pembenihan ikan tawar;

)  pembangunan kandang komuﬁal;

m) pembangunan bendungan berskala kecil;
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2)

3)

4)

S)

6)

n) pembangunan atau perbaikan embung;

o) pengadaan kapal penangkap ikan;

p) pengadaan tambak garam; |

q) mesin pakan ternak;

r) mesin penetas telur; |

s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan,
jaring, pancing, dan perangkaﬁ);

t} pengadaan pengeringan hasil ﬁertanian seperti lantai
jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;

u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan

v) pengembangan wusaha pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan dan /4tau perikanan lainnya
sesuai kewenangan desa da{n diputuskan dalam
Musyawarah Desa. ;

Pembangunan dan pengelolaan lumjbung pangan Desa:

a) pembangunan lumbung panga# Desa;

b) pembangunan dan pemili}iﬁaraan infrastruktur
pendukung lumbung pangan desa seperti akses
jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan

c) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.

Pengolahan pasca panen berupa pelpgadaan alat teknologi

tepat guna pengolahan pasca panen.

Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan

lestari, hidroponik, atau bioponik. |

Pengembangan usaha/unit usahé badan usaha milik

Desa/badan usaha milik Desa beréama yang bergerak di

bidang pangan nabati dan/ aiau hewani melalu

penyertaan modal. ‘

penguatan ketahanan pangan 1ainn§ya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskalln dalam Musyawara

Desa. '

|
!

penurunan beban pengeluaran masyarakkat miskin, berupa:

1)
2)

3)

pemberian bantuan langsung tunai
penyediaan lapangan pekerjaan te{masuk melalui Padat
Karya Tunai Desa; atau |
bantuan sosial lainnya, bagi masxarakat miskin, lanjut
usia, dan penyandang disabilitas yang belum
mendapatkan bantuan sosisal dari Pemerintah Pusat dan
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Pemerintah daerah, berupa, makanan pokok dan
makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu

penyandang disabilitas.

2. pengembangunan sarana dan prasaran Desa.

a.

Pembangunan saranan dan prasarana pendataan Desa.
Perbaikan dan konsilidasi data SDGs Desa dan pendataan
pengembangan desa yang dilkaukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;

3) pendataan pada tingkat keluarga;

4) pendataan warga pekerja migran,;

S5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan,;

6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk
kelembagaan adat;

7) pengadaan prasaranan dan sarana teknologi informasi
dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan
konsilidasi data SDGs Desa dan  pendataan
perkembangan desa yang dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan meliputi:

a) tower untuk jaringan internet;
b) komputer;

c) Smartphone; dan

d) langganan internet.

8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pembangunan sarana dan prasaran dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:

1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi
rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin.
Bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk
materia/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga
kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi
dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima
bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin
ditentukan dengan kriteria:

a) bertempat tinggal di wilayah Desa;

b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
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2)

3)

4)

S)

c) ditetapkan melalui Keputusan Képala Desa; dan

d) diberikan  bantuan maksimal Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dalam béntuk material/bahan
bangunan. |

e) diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit
menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit
menular lainnya

meminimalkan wilayah kantong | kemiskinan dengan

mendekatan akses layanan cﬁasar yang sesuai

kewenangan Desa antara lain membangun/

mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan

desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa,

meningkatkan konektivitas antara| wilayah Desa antara

wilayah lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai
kewenangan Desa,

peningkatan pendapatan antara  lain pemberdayaan
usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan
ekonomi lokal, dan penyediaan aksds pekerjaan;
pembangunan, perbaikan, atau ‘rehabilitasi drainase,
gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert,
pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya
sesuai dengan kewenganan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

|
pembangunan sarana dan prasarana irpengembangan listrik

alternatif di Desa bagi desa yang belum (iialiri listrik, berupa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
pembangkit listrik tenaga biodiesel; :

pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
pembangkit listrik tenaga angin; ‘
kinci air; |

instalasi biogas; E

jaringan distribusi tenaga listrik;

pembangun.an, pebaikan, atau rei'labilitasi penerangan
lingkungan pemukiman; dan

kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan
prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang
sesuai dengan kewenangan Desé diputuskan dalam

Musyawarah Desa.
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pembangunan sarana dan prasarana trasportasi melalui

pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana transportasi, antara lain:

1) perahu/ketingting bagi desa-desa di kepulauan dan
kawasana daerah aliran sungai;

2) tambahan perahu;

3) dermaga apung;

4) tambat apung (bouy),

5) jalan pemukiman;

6) jalan poros Desa;

7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;

8) jembatan desa;

9) gorong-gorong; dan

10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pembangunan saranan dan prasarana informasi dan

komunikasi melalui  pengandaan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasaran informasi dan komunikasi,
antar lain:

1) jaringan internet untuk warga;

2) website Desa;

3) peralatan pengeras suara (loudspeaker),

4) radio single side band (SSB);

5) radio komunikasi;

6) penyelenggaraan informasi publik Desa  seperti
pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan
pertanggung jawaban APB Des untuk warga; dan

7) sarana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya
vang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka

peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:

1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan
masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku
dan bahan bacaan lainnya;

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki
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3)

4)

S)

6)

7)

Desa, termasuk buku, peralatan belgjar, alat peraga
edukatif dan wahana permainan; |
pembangunan, pengembangan danlpemeliharaan sarana
atau prasarana keagamaan;

pembangunan, pengembangan dan#pemeliharaan sarana
atau prasana olahraga, keterampilan, adat atau budaya
seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar
budaya, situs bersejarah miliki desta, peralatan kesenian
dan kebudayaan, gedung sanggar*i seni/ruang ekonomi
kreatif;

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai
pelatihan/kegiatan belajar masyarakat,

bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang
dimiliki Desa/taman  kanak-kanak/taman  belajar
keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan
belajar masyarakat; ‘

peningkatan kualitas sumber dayai manusia warga dasa
desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka

peningkatan keterlibatan masyarakat| secara menyeluruh

dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

melalui:

1)

2)

3)

4)

S)

pendataan penduduk rentan seperti anak berkebutuhan

khusus, penyandang disabilitas, kepada rumah tangga
Perempuan, dan penduduk renta lain sebagai dasar
pelaksanaan program atau kegiataﬁ Pembangunan desa
dan pemberdayaan masyarakat idesa yang bersifat
afirmatif; 1

Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas
ramah penyandang disabilitas;

pantuan operasional penyelenggaraan musyawarah
kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas,
Perempuan, dan anak; |

pembentukan dan pengembangan‘l forum anak desa
sebagai pusat kemasyarakatan dan \?\radah partisipasi bagi
anak di Desa; dan :

kegiatan peningkatan keterlibatan! Masyarakat secara

menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan
|
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diputuskan dalam Musyawarah Desa.

h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasu

dan pangganan benca alam dan nonalam:

1) mitigasi dan penanganan bencana alam:

a)

b)

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan prasaran pencegahan

bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- pembuatan terasering;

- pembangunan talud;

- rehabilitasi Kawasan mangrove;

- penanaman bakau;

- reboisasi;

- rehabilitasi lahan gambut; dan

- sarana prasaran pencegahan bencana alam
dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai
dengan kewenangan desan dan diputuskan dalam
musyawarah desa.

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan,

pemeliharaan saran prasarana penanggulangan

bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

- alat pemadam api ringan di Desa;,

- pertolongan pertama pada kecelakaan wuntuk
bencana;

- pembangunan jalan evakuasi;

- penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan
papan informasi kebencanaan;

- kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- pengadaan/penyelengaraan pos kesiapsiagaan
bencana skala lokal desa;

- penyedian tempat pengusian;

- pemberishan lingkungan perumahan yang terkena
bencana alam;

- rehabilitsai dan rekonstruksi lingkunagn
perumahan yang terkenan bencana alam;

- pemasangan sirine peringatan dini teknologi
sederhana;

- penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda,

permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat
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2)

|
!
?
|
|

paling lambar 1x24jam bagi masyarakat pada saat
terjadi bencana;

- pengadaan peralatan penanggulangan bencana
antara lain perlatan keselamatan, tenda darurat,
perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan

- sarana prasarana  untuk mitigasi dan
penanggulangan bencana yang lainnnya sesuai
kewengan.

Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan

perubahan cuaca ekstrem:

- pembangunan sumur bd;r/ sumur pompa dan
pengolahan lahan gambq{t pada wilavah yang
rawan kebakaran hutan; i

- pembuatan penmpungdn /pemanan/peresapan
air hujan untuk meninékatkan cadangan air

permukaan/tanah; 1

- pembuatan kebun holtikuléura Bersama,;

- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi
Pantai; ’

- pembuatan talud dan banéunan pelindung abrasi

Pantai.

mitigasi dan penangan bencana nonalam:

bencan nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah,

atau virus bakteri yang bedampak luas bagi kehidupan

masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah

dungue, kolera, disentri atau per{yakit menular lainnya

yang sudah menjadi epidemik seperti:

a) menyediakan kebutuhan loéistik warga miskin

b)

terdampak endemik, wabah, at:jau virus bakteri seperti
malaria, demam berdarah dengiue, kolera, disentri atau
penyakit menular lainnya yang sudah menjadi
epidemik; !
melakukan penyemprotan diin.nfekta berskala lokal
Desa untuk mencegah dan/ atﬁ'u pengasapan (fogging)
untuk pencegahan malaria serta demam berdarah
dengue atau penyakit menulair lainnya yang sudah
menjadi epidemik; 1

bencana nonalam yang muncul terhadap tardahap

hewan dan terna seperti: penyekit menular mulut dan
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pendataan hewan dan ternak

kuku, antraks seperti: e

rentan sakit seperti:
an dukungan p€

penyekit menular mulu
ks d mbersihan kandang
kuku, antraks

ternak;

d) bencana no
kyat seperti hama we

nalam yang muncul terhadap tanaman
reng, hama belalang;

ksi ra i
- nalam yang muncul karena gagal teknolog
a no

n -
e bene? ngeboran;

dan gagal modernisasi seperti gagal pe

f) penyediaan media Komunikasi,
Edukasi (KIE) terkait dengan penangan

i aki
nonalam, seperti nomor telepon rumah s

Informasi, dan
an bencana

t rujukan,

nomor telepon ambulan; dan
g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya

sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan

melalui musyawarah Desa.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:

a.

Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas

pengeldlaan badan usaha milik desa/badan usaha milik Desa

Bersama, mencakup:

1)

2)

3)

pendirian badan usaha milik desa dan/atau badan usaha
milik Desa Bersama;
penyertaan modal badan usaha miliki Desa dan/atau
badan usaha miliki Desa bersama; dan
pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a) pengolahan hutan desa;
b) pengolahan usaha hutan sosial;
¢) pengolaan hutan adat;
d) pengolaan air minum,;
€) pengembangan produk  pertanian, perkebunan,
dan/atau peternakan;
f) pengembangan  produk perikanan (pembenihan,

pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain)
dan

’

g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan
distribusi produk.
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4)

kegiatan lainnya  untuk meWujudkan pendirian,

pengembangan, dan peningkatan :kapasnas pengelolaan

badan usaha miliki desa dan/atau badan usaha milik

Desa bersama sesuaj dengan kewenangan desa dan
diputuskan dalam musywarah Desa

pengembangan usaha ekomoni produkuf yang diutamakan

dikelola oleh badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa
bersama meliputi: i

1)

2)

4)

S)

6)

bidang pertanian, perkebunan, perternakan dan /atau
perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan
pengembangan  produk ungguLan Desa dan/atau
perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan
pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, pasar
ikan, Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring
apung dan bagan ikan, mesin pénepung ketela pohon,
docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat
pengolahan hasil perikanan, Pembangunan sarana
pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak
goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar
hutan dan instalsi percontohan;

bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan  produk unggul:an desa dan/atau
perdesaan seperti Pembangunan aan pengolahan pasar
desa, kios desa, mesin jahit, peralaitan bengkel kendaraan
bermotor. Pasar desa, pasar sayur', pasar hewan, tempat
pemasaran ikan, toko online, G#:dung barang mesing
packing kemasan, roester kopi, mt%sin percetakan, mesin

!

bubut untuk mebeler;
bidang sarana dan prasarana pemasaran pelayanan

logistik di desa untuk produk unggulan desa dan/atau

perdesaan;
pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi

perhutanan sosial;

pengelolaan hutan yang menjadi. sumber tanah objek
reformasi  agraria untuk  program kesejahtraan
masyarakat; :

pemanfaatan teknologi tepat guna Xang ramah lingkungan
dan Dberkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut
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4.

7)

8)

kelapa, penépung biji-bijian, pencacah pakan ternak,
sangria kopi, pemotong/pengiris§ buah dan sayuran,
pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin
pembuat es dari air laut (slurry ice);

pembangunan showroom/wisma pamer produk desa
untuk para pelaku industri desa; dan

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan
usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha miliki desa/badan usaha milik desa
bersama sesuai dengan kewenganain desa dan diputuskan

dalam Musyawarah Desa.

pengembangan desa wisata meliputi:

1)

2)
3)
4)

Pengadaan, pembangunan, ’ pemanfaatan dan
pemiliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti
pergola, gazebo, pondok wisata a%au homestay, fasilitas
jamban publik dan/atau kios cendé‘:ramata, internet, jalan
menuju tempat wisata, jogging ?ath track wisatawan,
perahu penumpang untuk men@capai tempat wisata,
tambahan perahu, dermaga apung; tambat apung (bouy),
bioskop mini, perlatan kesehatan darurat di desa wisata,
panggung hiburan, kios warung makan, wahana
permainan outbound, wahana pef'mainan anak, taman
rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah
terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara
laut dan bibit/tanaman bakau;

pengembangan investasi desa wisatja;

pengembangan kerjasama antardesla wisata; dan
pengembangan desa wisata laipnya sesuai dengan
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah

desa.

pemanfaatan sumber daya alam dan' lingkungan secara

berkelanjutan melalui:

a.

pemanfaatan energi terbarukan:

1)

2)

3)

pengelolaan limbah pertanian dan tanaman, seperti
jagung, kedelai, dan tebu menjadi l;i;ioﬁiel;

pengolaan kayu dan limbahnya, se%perti kayu bakar, pelet
kayu, sepihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi
menjadi biogas;
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4)
5)
6)

7)

pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan

pengolahan minyak goreng menjadi biodiesel;

pengelolaan kotoran manusia ﬁdan hewan menjadi
biogas/gas alam terbarukan; dan ’

kegiatan pemanfaatan energi terbj%;\rukan lainnya sesuai

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

b. pengelolaan lingkungan desa:

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah

lingkungan:

1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat
pembuangan samaph; ‘

2) pengelolaan air limbah komunal <':h desa seperti: tangki
septik, instalasi pengolahan lumpu} tinja;

3) pengelolaan air limbah domestik; |

4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan
melalui bank sampah desa, gerobék sampah, kendaraan
pengangkut sampah, mesin pengol%han sampah; dan

5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri

ramah lingkungan lainnya sesuatv dengan kewenangan

desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. pelestarian sumber daya alam Desa, me&alui:

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)

pembibitan pohon langka; |

perlindungan terumbu karang;

pembersihan daerah aliran sungai;

pembangunan ruang terbuka hijau;

pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan,
praktek wanatani (agroforestry); dan

kegiatan pelestarian sumber daya alam desa lainnya
sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang pemberdiayaan Masyarakat

1.

Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidup sehat: i

a. penyelenggaraan promosi kesehatan djn gerakan masyarakat

hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan

stunting di Desa, berupa: !

b
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2)
3)
4)
S)
6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

pelatihan kesehatan ibu dan anak; |

penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif,
dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
peningkatan akses perlindungan 'sosial bagi keluarga
sasaran stunting; |

upaya pencegahan perkawinan dini;i

pelatihan pangan yang sehat dan arnan,

pelatihan dan sosialisasi tentang kefuarga berencan;
kampanye dan promosi Gerakan makanan ikan;

praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan
anak (PMBA), stimulasi tumbuh kerpbang, perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS);

rembuk stunting desa;

pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan
anak usia dini yang dimiliki desa dan Bina Keluarga
Balita (BKB):

peningkatan kapasitas bagi kader Pembangunan
manusia, kader pos pelayanan terpadu dan Pendidikan
anak usia dini yang dimiliki desa, kader kelompok bina
keluarga balita tingkat desa terkait pertumbuhan dan
perkembangaan; dan |

kegiatan pencegahan dan penunfnan stunting lainnya
sesuai dengan kewenangan desa dfan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

penyelenggaraan promosi kesehatan dal‘%l gerakan masyarakat

hidup sehat dalam rangka penangulangan penyakit menular
dan penyakit tidak menular, seperti: ‘

1)

2)

3)

komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku
hidup bersih dan sehat, konsiméi gizi seimbang, dan
pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan
penyekit menular, seperti influenza, diare, penyakit
seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, malaria, demam
berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku
hidup bersih dan sehat, komsumsi gizi seimbang untuk
pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi,
diabetes melitus, gangguan jiwa,; dan penyakit tidak
menular lainnya; ,

pengelolaan sanitasi yang baik? untuk pencegahan
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4)

S)

6)

7)

8)
9)

10)

penyakit;

pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan
desa;

insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan
penemuan kasus, pemantuan pengobatan, tracing kontak;
peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar
dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar
patuh pada pengobatan,;

pembudidayaan obat tradisional desa dan pengembangan
jamu;

pelatihan pengelolaan air minum,;

pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk
hortikultura; dan

kegiatan penanggulangan penyakitan menular dan
penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah

desa.

penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program

jaminan kesehatan nasional seperti:

1)

2)

sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program
jaminan Kesehatan nasional melalui komunikasi,
informasi dan edukasi; dan

advokasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan
nasional dana desa tidak diperbolehkan untuk

pembayaran premi BPJS Kesehatan.

penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

narkotika melalui:

1)

2)

3)

4)

S)

kegiatan keagamaan untuk mencegah penyalagunaan
narkotika;

penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya
narkotika;

pegelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan
penyelagunaan narkoba;

olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan
penyalagunaan narkoba;

fasilitas pelatihan bagi relawan anti narkoba;
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i
i
I

4) pelatihan kader kesehatan sesuai% dengan kewenangan

penyakit;

desa;

5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan
penemuan kasus, pemantuan pengdbatan, tracing kontak;

6) peningkatan kapasitas kelompok 'penyintas TBC agar
dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar
patuh pada pengobatan;

7) pembudidayaan obat tradisional desa dan pengembangan
jamu;

8) pelatihan pengelolaan air minum;

9) pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk
hortikultura; dan

10) kegiatan penanggulangan penyakitan menular dan
penyakit tidak menular lainnya |yang sesuai dengan
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah
desa. ‘

penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidup sehat dalam rangka optimalisasi !pelaksanaan program

jaminan kesehatan nasional seperti:

i

l
\
jaminan Kesehatan nasional melalui komunikasi,

1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program
informasi dan edukasi; dan

2) advokasi pelaksanaan program @ jaminan Kesehatan
nasional dana desa tidak diperbolehkan untuk
pembayaran premi BPJS Kesehatan.

penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

narkotika melalui:

1) kegiatan keagamaan untuk mehcegah penyalagunaan
narkotika;

2) penyuluhan, sosialisasi, atau serriinar tentang bahaya
narkotika;

3) pegelaran, festival seni, dan budaﬁfa untuk pencegahan
penyelagunaan narkoba; :

4) olahraga atau aktivitas sehat . untuk pencegahan
penyalagunaan narkoba; '

5) fasilitas pelatihan bagi relawan anti narkoba;
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6) penyebaran informasi untuk pencégahan penyalagunaan
narkotika melalui pencetakan beniner, spanduk, baliho,
poster, atau brosur/ leaflet,

7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan
tanaman terlarang dan kawasan i"awan peredaran dan
penyalahgunaan narkoba; dan |

8) kegiatan Pencegahan dan Pemberafltasan Penyalagunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika da.ﬁ Prekursor Narkotika
lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan

dalam Musyawarah Desa.

2. penguatan  partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:

a.

penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan

dan konsilidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan

desa, seperti: |

1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa; dan

2) perbaikan dan konsilidasi data SDQS desa dan pendataan
perkemabangan desa lainnya sesua;i dengan kewenangan
desa dan diputuskan dalam Musya\xizarah Desa.

penguatan pertisipasi masyarakat dalain ketahanan pangan

nabati dan hewani, seperti:

1) pelatihan budaya pertanian, per]%ebunan, perhutanan,
perternakan, dan/atau perikanan; .

2) pelatihan pengolahan hasil panen; i

3) pelatihan pengolahan hasil laut dan Pantai untuk petani
budidaya dan nelayan tangkap; |

4) pengembangan dan penguatan ‘ jaringan pemasaran
produk pertanian, perkebunan, pefhutanan, peternakan
desa dan/atau perikanan desa dan/atau anatar desa; dan

5) Kkegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam
ketahanan pangan nabati dan hewahi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh

dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

seperti: |

1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan
rentan yaitu Perempuan, anak, warga lanjut usia, suku

dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan,
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3)

4)

o)

6)

8)

9)

10)

11)

penyandang disabilitas, kelompok Masyarakat miskin,
dan kelompok rentan lainnya;

penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin
seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan
budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;

fasilitas penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan
usulan kelompok marginal rentan yaitu perempuan anak,
warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat
adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok
marginal;

penyuluhan, sosialisasi bidang hul?um dan perlindungan
masyarakat; i

sosialisasi, komunikasi, informasiE dan edukasi tentang
pencegahan dan penanganan keket‘!asan pada Perempuan
dan anak, seta tindak pidana perdangan orang;

pelatihan kepeminpinan Perempuan;

pelatihan bagi kader desa tentang pengarusutamaan
gender;

pelatihan  perencanaan dan  panganggaran yang
responsive gender;

advokasi pemenuhan haka nak, perempuan, penyandang
disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal
terhadap akses administrasi kepenjdudukan dan catatan
sipil; |

penguatan nilai keafamaan dan ikearifan lokal untuk
membentuk kesalehan sosial di desla; dan

pegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara
menyeluruh lainnya sesuai dengan :kewenangan Desa dan

diputuskan delam Musyawarah Desja.

peningkatan kualitas sumber daya }manusia warga dan

masyarakat desa, seperti: :

1)
2)

3)
4)

S)

pembentukan dan pelatihan péngurusan Lembaga
kemasyarakatan desa dan/atau Lenl'xbaga adat;

pelatihan kepeminpinan;

sosialisasi tentang perlindungan pekerjaan migran;
pemberdayaan kepada masyarakat desa termasuk
pekerjaan migran Indonesia seperti pelatihan dan
advokasi;

pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa
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dengan Perusahaan;

6) pelatihan bahasa asing;

7) pelatihan digitalisasi;

8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia
warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka

pengembangan listrik alternatif di desa:

1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru
terbarukan;

2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan
elektrifikasi;

3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk enerfi
biogas;

4) pelatihan pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi
biodiesel;

6) pelatihan pengolahan pembangkit listrik tenaga angin;
dan

7) kegiatan lainnya dalam rangka penyediaan listri desa
yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan

dalam musyawarah desa.

3. pengembangan kapasitas ekonomi produktifdan kewirausahaan

Masyarakat Desa:

a.

pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan

kewirausahaan Masyarakat desa seperti:

1) pelatihan pengolahan desa wisata;

2) pelatihan benih kerapu, tuktik dan budidaya cemara laut
dan bakau;

3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handcarft) berbahan
baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa,
topeng/ukitan kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut
(kerang, kayu, bakau dan cemara laut);

4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;

5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk
berpromosi baik di media daring atau luring;

6) pelatihan kewiurausahaan desa;

7) promosi desa wisata diutamakan melaluai gelar budaya
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8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para
pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui
tulisan dan visual;

9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam
mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;

10) membentuk/merevalitalisasi kelembagaan lokal untuk
menjaga kelestarian Pantai dan laut termasuk bakau,
terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;

11) investasi usaha ekonomi melalui Kerjasama badan usaha
milik desa/badan usaha miliki Desa Bersama;

12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa
kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, computer,
mesin percatakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan
membantik; dan

13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan
usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan
usaha milik desa/badan usaha milik desa lainnya sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam

musyawarah desa.

Pengembangan seni budaya lokal:

Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa,

a.
b.

C.

pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;

pelatihan alat music khas daerah setempat;

pelatihan menenun/membantik dengan menggunakan warna
alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri
dan/atau sesuai tren;

pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan
keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
pelatihan pembuatan film dekumenter, jurnalis, pemubatan
dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan,
vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa

lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam Musyawarah Desa.

penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan

penanganan bencana alam dan nonalam:

a.

Penguatan dan fasilitas Masyarakat Desa dalam rangka
mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:

1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman
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2)

3)

S)

6)
7)

masyarakat terhadap bencana;

pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan
bencana alam,;

penyedian layanan informasi tetnagan bencana alam,;
pelatihan tanaga sukarelawan untuk penangan bencana
alam;

pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigas; dan
kegiatan penguatan dan fasilitas masyarakat Desa dalam
kesiapsiagaan menghadapi tanggap: darurat bencan alam
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan putuskan

dalam Musyawarah Desa

b. Penguatan dan fasilitas masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan

menghadapai tanggap darurat bencana qonalam atau kejadian

luar biasa, seperti:

1)

2)

pengadaan media komunikasi, ini:'ormasi, dan edukasi
(KIE) terkait bencana nonalam; |

pelatihan dan sosialisasi pencegahén terhadap penyakit
menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak;
dan

kegiatan penguatan dan fasilitas Masyarakat Desa dalam
kesiapsiahaan menghadapi tanggap darurat bencana
nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur tenetapan penggunaan Dana Desa mengikuqi proses perencanaan

dan penganggaran Desa. Dokumentasi perencanaa@ dan penganggaran

Pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun

berdasarkan hasilpembahasan dan penyepakatan dalafm musyawarah Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari p:enyusunan RKP Desa

dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Pengguneﬁan Dana Desa adalah

sebagai berikut:

1. Tahapa ke-1: Musyawarah Desa - RPJM Desa

Penetapan Priotiras Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-

hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam
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musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahats dalam Musyawarah

Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

a.

b
c.
d

{

Pencermatan Ulang RPJMDes;

Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;

Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;

Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa. Hasil kesepakan
musyawarah desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus
dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman
pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa).

Tahap ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

a.

Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa

berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-

kegiatan yang disepakati untuk dibiayai denéan Dana Desa wajib

dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Désa khususnya terkait

pengguaan Dana Desa, pemerintahan Daerah Kabupaten

berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di

wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

1) pagu indikatif Dana Desa;

2) program/kegiatan Pembangunan masuk! Desa yang dibiayai
dengan APBD Kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan

3) Data tipologi Desa berdasarkan perkemban?gan Desa.

Tim penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan

RKP Desa wajib mendalami dan mencermati haf—hal sebagai berikut:

1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan
kegiatan-kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat
Desa yang akan dibiayai Dana Desa;

2) pagu indikatif Dana Desa;

3) program/kegiatan Pembangunan masuk Desa yang dibiayai
dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN;

4) Data tipologi Desa berdasarkan perkemban;gan Desa; dan

5) Tata cara penetapan Prioritas Penggunaéan Dana Desa yang

terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

Tahap penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam
penyusunan Rancangan RKP Desa.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan
untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan

r
kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan
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RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim penyusun RKP Desa

jori i dan/atau
menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan /

pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata
cara menentukan Prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan
penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar
kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa,
sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah, dengan cara sebagai
berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa yang bersifat
mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar
masyarakat Desa.
Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan
Pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa
bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain
rencana kegiatan Pembangunan dan/atau pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan Lkecepatan dan kedalaman
pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang
direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatnya
dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan
penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa,

selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan

pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling
dibutuhkan dan paling besar kemanfaatnya untuk masyarakat

Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan

kegitan pembangun dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa

yang berdampak langsung terhadap terhadap pencapaian tujuan
pembangunan Desa meliputi:

1) kegiatan yang mempermudah Masyarakat Desa memperoleh
pelayanan Kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi
kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;

2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas Masyarakat
Desa mulai dari anak, remaha, pemuda dan orang dewasa
antara lain pelatihan tenaga kerja yang mendukung
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pengembangan ekonomi produktif;

3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial
untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka
lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan
penghasilan ekonomi bagi warga Desa utamanya keluarga-
keluarga miskin;

4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat
karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat
penanggulangan kemiskinan di Desa; dan

5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan
bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejateraan
masyarakat Desa, seperti ancaman per;ubahan iklim, banjir,
kebakaran hutan dan lahan, serta tanah%longsor.

Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarak?t Penggunaan Dana

Desa dikelola melalui mekanisme pembangﬁnan partisipatif yang

tumpuannya adalah peran aktif masyarakat@ Desa dalam tahapan

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana

Desa. Kapastian bahwa kegiatan pemi::angunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa

didukung masyarakat Desa dinilai dengan cara sebagai berikut:

1) kegiatan yang didukung oleh Sebagian besar masyarakat Desa
lebih diutamakan, dibanding kegiatan yang tidak dan/atau
lebih sedikit didukung masyarakat Desa;

2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh
masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah
Desa bersama masyarakat Desa ~ lebih  diutamakan
dibandingkan dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat
Desa; dan

3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat
Desa lebih diutamakan |

Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayégunaan Sumber Daya

Desa |

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa

yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa

tetap berputar di Desa. Cara mengelola- Dana Desa secara
berkelanjutan anatara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa
dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

Kegiatan Pembangunan dan /atau pemberdayaan Masyarakat Desa

yang  direncanakan untuk  diswakelola Desa  dengan
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mendayagunakan sumber daya manusia dah sumber daya alam
yang ada di Desa lebih diproritaskan djibandingkan dengan
kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya ?kepada pihak ketiga
dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan |

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicépai apabila kegiatan
Pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang
akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara
berkelanjutan.  Prasyarat keberlanjutan adalah  kegiatan
Pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus
memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatanya,
pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa
diproritaskan membiayai kegiatan Pemﬁangunan dan/atau
pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan
kegiatan yang tidak berkelanjutan.

Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa |

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan Pembangunan dan
memperdalam dam mempercepat tercapainya tujuan
pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat
Desa, peningkatan kesejahteraan Desa dan penanggulangan
kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas i{egiatan inovasi dari
dan antar Desa berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan
dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan
diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih
mempercepat terwujudnya  tujuan  Pembangunan Desa,
peningkatan ekonomi Masyarakat, dan kesejatraan masyarakat
Desa.

Prioritas Berdasarkan Kapastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan
dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya
dilakukan secara trasparan dan akuntabel. Mgsyarakat Desa harus
memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan
Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari: Dana Desa harus
dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang
yang dapat diakses masyarakat Desa. |
Tahapa Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa
Berdasarkan daftar kegiatan Pembaingunan dan/atau
pemberdayaan masyarakta Desa yang d:iprioritaskan untuk

dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim penyusun
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RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana
kegiatan dan rencana Anggaran Biaya yang bersymber dari Dana
Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan
dalam menyusun rancangan RKP Desa.
Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat
Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-
kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP
Desa, termasuk rancangan prioritas yang dibiayai dari Dana Desa
harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
Pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas
dan disepakati dalam musyawarah perencanaan Pembangunan
Desa yang diselenggarakan Kepada Desa sesuai ketentuan
peraturan perundangg-undangan.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam
menyusun peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan
BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa Ketika
menyusun APB Desa.
Tahapan Penyusun Rancangan APB Desa.
Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa
dengan perpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk
membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah
ditetapkan dalam RKP Desa, Kepala Desa dilarang secara sepihak
mengubah daftar kegiatan yang direncakan dibiayai Dana Desa yang
sudah ditetapkan dalam RKP Desa.
Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban
mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa
perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi
rancangan APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.
Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan
kepada kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda
dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD
berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas
dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian,
rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan kepala
Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar
masyarakat Desa.
Tahap Reviu Rancangan APB Desa
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Bupati berkewajiban mengevaluasi Rangcangan Peraturan Desa

tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa

Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-

kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal

sebagai berikut:

1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkn hak asal-
usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan

3) Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari
pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Dearah
Kabupaten.

Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tentang APB

Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis
kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana
dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran
adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;

2) Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal
ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;

3) masyarakat Desa memalui BPD berhak mengajukan keberatan
kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana
penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk
membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap
ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;

5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa
dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas
rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan
rencana penggunaan dana desa; dan

6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa
dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atar
rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa
mengajukan keberatan kepada Bupati melalu camat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undngan yang berlaku.
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c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Desan berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa

berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa,

dengan cara

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan,;
memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam
dokumen RKP Desa danAPB Desa; atau

d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana
Desa.

Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk Pembangunan

kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah kecuali Desa yang

berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan dana desa untuk

rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desam

dengan ketentuan:

1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan

2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita
acara keputusan musyawah Desa, dan disertai dengan berita acara

keputusan musyawarah Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa
diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk
mewujudkan kemandirian Desa;

2. Swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber
daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia
di Desa;

3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat
melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;

4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana
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Desa diutamakan dilaksanaakn secara swakelola oleh Pemerintah
Desa atau kerja sama antara desa dan dilarang dikerjakan oleh
penyedia barang/jasa.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kaﬁasitas warga desa

bertempat di desa setempat.

B. Padat Karya Tunai

1.

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dengan pola Padat
Karya Tunai Desa;
Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada
Pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan
sumber daya alam secara Lestari berbasis pemberdayaan
Masyarakat;
Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
a. inklusif:
Melibatkan Masyarakat miskin, kaum marginal penyandang
disabilitas, dan penganut kepercayaan.
b. partisipasif:
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong
royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
c. transparan dan akuntbilitas: :
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara
moral, teknis, legal maupun administrative %kepada semua pihak.
d. efektif:
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan
dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan,
perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
e. swadaya dan swakelola:
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai
bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia
di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat
Desa.
pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah pengarggur,
Perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota
Masyarakat marginal lainnya;
besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh
persen);
pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan
ketentuan sebagai berikut:
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a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;

b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup
pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material
untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan
kegiatan pembagunan;

c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu
tenag kerja ahli, serta tenaga rnasyarakat Desa setempat yang
ditetapkan sebagai sasaran Padat Kai'ya Tunai di Desa
sebagaimana dimaksudpoin d; dan

d. besaran upah dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas
upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan
musyawarah Desa. Adapun nilai batas upah kerja dibawah upah
minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil musyawarah
Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.

8. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman
pangan dan perkebunan;
2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman
sayuran dan lain-lain; dan
3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan
perkebunan

b. wisata Desa

1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik
Desa dan /atau badan usaha milik Desa bersama;

2) kebersihan tempat kuliner yang dEikelola badan usaha
milik Desa dan/atau badén usaha milik Desa
bersama; dan ;

3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi
wisata

c. perdagangan logistik pangan
1) pemeliharaan bangunan pasar;
2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli

komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih
luas;
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3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama memberikan talangan kepada petani dan
pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa
dan/atau badan wusaha milik Desa bersama kepada
produksi yang menguntungkan di Desa

d. perikanan

1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,;
dan

3) membersikan Tempat Pelelangan lkan (TPI) dan tempat
penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan

1) membersikan kandang ternak milik badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama;

2) penggemukan ternak Bersama dengan system bagi hasil
yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa Bersama; dan

3) kerjasama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaat
kotoran ternak untuk pupuk organik

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa Bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar

melalui dana Desa.
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BAB vV
PUBLIKASI

A Prioritas Penggunaan Dana Desa di
kepada masyarakat Desa dj
masyarakat Desa ya

publikasikan oleh Pemerintah Desa
ruang publik yang dapat diakses

ng dilakukan secara sw
. akelola dan partisipasif
dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa o

B. Sarana oL .
dﬂakUka:Irl:::?z: Rincian Prioritas penggunaan dana Desa dapat

. baliho;

. papan informasi Desa;

. media elektronik;

media cetak;

. media social;

. website Desa;

. selebaran (leaflet);
. pengerasan suara di ruang publik; dan/atau

O ® N O U AW =

. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.

go.id
C. Publikasi penetapan Prioritas penggunaan Dana desa dilakukan secara

swakelola oleh pemerintah desa.

D. Masyarakat berpatisipasi dalam publikasi penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa.
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BAB VI

PELAPORAN
Pelaporan penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa dikelola dengan
menggunakan aplikasi system informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaa
Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan
system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan
dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
2. Peraturan Desa tentang APB Desa.
Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat
menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dalam bentuk dokumen  digital, dapat melakukan pelaporan dalam
bentuk fisik dengan difasilitsi oleh Tenaga Pendamping Profisonal.
Tenaga Pendamping Profisonal secara berjenjang menyampaikan laporan
penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa,
Pembangunana Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja
yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan

diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.
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K i ;
ementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2024 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan

kepada Desa.

. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada

Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan

Pemerintah Pusat.

BUPATI SELUMA,

4

14 ERWIN OCTAVIAN
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